BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 29 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN
MASYARAKAT DI PUSKESMAS DI KAEUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI BANYUMAS

Menimbang . a. bahwa dalam rangka meringkatkan derajat kesehatan
khususnya masyarakat miskin, Pemerintah
menetapkan Program Pelayanan Kesehatan bagi
Masyarakal miskin - melalui  Program  Jaminan
Kesehatan Masyarakat (JAMKESIMAS).

b. bahwa uniuk kelancaran dan pemanfaatan dana
dalam huruf a dapat tepet sasaran dan fepat guna
pada Puskesmas dalam  wilayah Kakbupaten

Banyumas, perlu diatur melalui Peraturgn Bupali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nemor 13 Tahur 1950 tentang
Pembentukan Daerah-ceerah Kabupaten dalam
Lingkungar Propinsi Jawa Tergah;
2 Undang-Undang Nemor 23 Tahun 1982 tentanp
Kesehatan (Lemkaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomer 00, tambahan Lembararn Negara

Republik Indonesia Nomor 2495);



. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan PFergelolaan dan Targgung Jawab
Keuangan MNegara (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),

_ Undang-Undang Nomaor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 32 Tanhun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Momor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Irdonesia Nomor 4437);
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dergan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentarg Pemerintahan Daerah
{Lembaran MNegara Republix Indonesia Tahun 2008
Momor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemeriniah Pusat
Republik Indonesa dan  Pemenntah  Dasrah
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 123, Tamkbshan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438),

. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang
Anggaran  Pendapatan dan Belanja Nagara
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2007
Momor 133, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indones.a Nomor 4778)

. Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimanz telah diubah dengan Peraturan



Menetapkan

Manteri Dalam Negeri Nomar 59 tahun 2006,

9. Keputusan Menteri Kesehatan R Namecr
126MIENKES/SK/II/2008 tentang Pedaoman
Penyelercgaraan Program Jamiran Kesehstan
Masyarakat Tahun 2008,

10.Peraturan Daeran Kabupatzn Banyumas MNomar 17
Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi cdan Tatakerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2004 Nomor 16 Seri D).

11.Peraturan Daeran Kabupaten Banyumas Nomar 22
Tahun 2004 tenlang Pokok pokok Pengsalolaan
Keuangan Dasrah (Lembaran Daersh Kabupatan
Banyumas Tahurn 2004 Nomor 14 Seri E)

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN DANA  JANMINAN  KESEHATAN
MASYARAKAT DI PUSKESMAS DI KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2008

BAB |
KETENTUAN UMUM

Fasal *

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud denganr

=
2
3.
4. Kepala Dinas Kesshatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kebupaten

Pemerintah Daerah adalah Pzmerinlah Kabupalen Banyumas,

2. Bupali 2dalah Bupati Banyumas,

Diras Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kaoupaten Banyumas;

Banyumas



(r

Fusat Kesehatan Masyarakat (PUSKFESMAS) adalah Unit Pelaksana
Teknis pada Cinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagai pasmberi
pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat;

Dana Jaminan Kesehatan Masyarakal (JAMKXESMAS) adalah seluruh
dana untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang berasal
dari Departemen Kesehatan sejak tanun 2005 cengan nama Program
PKPS-BBM, tahun 2006 dan 2007 dengan nama Program ASKESKIN
sampai dengan tahun 2008 dengan nama Program Jaminan Keschatan
Masvarakat (JAMKESMAS).

Feserta JAMKESMAS adalah setiap orang miskin terdaftar berdasarkan
Keputusan Bupati yang berhak mendapatkan peayznan kesehatan
dengan biaya ditanggung Pemerintah melalu. Program Jaminan
Kesehalan Masyarakal (JAMKESMAS), dibukiikan yang bersangkutan
memiliki Kartu JAMKESMAS atau Sural Keterangan Tidak Mampu
(SKTM) yang telah dverifkasi oleh Bagian Kesejahieraan Rakyat
Sekretariat Dacrah Kabupaten Banyumas,

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) adalah surat keterangan yang
diberikan kepada masyarakal miskin alau tidak mampu secara ekonomis

oleh Kepala Desa/Kelurahan dengan pengesanan dari Camat setempat,

BAB I
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMKESMAS
Pasal 2

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan bertanggung jawad atas

pelaksanaan Program JAMKESMAS yang merupakan pelayanan kesehatan

bagi masyarakat miskin

Pasal 3

Mekanisme pencairan dana .

1) Puskesmas memhbuat Rencana Kegiatan daam satu tahun anggaran

sebagai dasar penggunazsn dana secara bulanan dan dengan

memperhitungkan jumlah kunjungan peserta JAMKESMAS.



<)

4)

5)

6)

Fencana kegiatan sebagaimana dimaksud angka 1), selanjutnya
disampaikan kepada Kcpala Dinas Kassshatan untuk dituangkan dalam
RKA/DPA kzgiatan penggunaan dana JAMKESMAS.

Berdasarkan RKA/DFA kegiatan Dinas Kesehatan mengajukan
permohonan pencairan ke EPKD, sesuai mekanisme pencairan APBD,
dengan dilampiri rencana penggunaan sesuai kebutuhan, can dengan
memperhitungkan jumiah kunjungan peserta JAMKESMAS.

Fengajuan berisuinya dilakukan dengan dilampii SPJ  penggunaan
sebelumnya.

Apabila ada kebutuharn mendesak samentara dana yang telah diterima
tidak mencukupi dapat mengajuken dana tambahar dengar melampirkan
rencana penggunaan dana tambahan tersebut.

Femanfaatan dana sesuai Pedoman Peleksanaan Jaminan Kesehatan

Masyarakat yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Rl

Pasal 4

Tarif pelayanan JAMKESMAS .

1

2)

3)

1)

<)

Tarif paiayanan kesehatan disesuaikan dengan Perda tentany Relribusi
Pelayanan Kesehatan UPT pada Dinas Kesehalar Kabupaten Banyumas
yang berlaku.

Setiap kunjungar peserta JAMKESMAS dikenakan retribusi pelayanan
kesehatan sesuai aluran  yang berlaku, dibeyarsan dari dana
JAMKESMAS yang tersedia

Khusus ftarf rawat inap dan persalinan maksimum sssual Pedoman

Pelaksanaan vang berlaku.

Pasal &

Ketentuan Feralihan

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian  seluruh dana
JAMKFESMAS vang ada di rekening Kepala PUSKESMAS diselurkan ke
Kas Uzerah (Bank Jateng no. Kak 1-003-00010-3).

Dana yang terkumpul tersebut hanya khusus untuk pelayanan kesehatan

bagi peserta JAMKESMAS, merupakan dana persediaan pelayanan



kesehatan bagi masyarakat miskin dalam wilayah Kabupaten Banyumas,

yang tidak harus habis dalam satu tahun anggaran

BAE VI
FENUTUP
Pasal 6

Feraturan Bupat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perngundangan

Feraturan Bupat ini dengan penempatannya dalam Eerita Dasrah

Kabupaten Banyumnas.

Ditatapkan di Purwokerto
padatanggal 1 ¢ UL 2008

BUFATI BANYUMAS

Diundangkan di Purwoketto
pada tanggal 10 Juli 2008

Plt.SEKRETARIS DAERAH KAB.EANYUMAS

M’\-—ﬂ

HM. SANTO30,SH.M, Hum

Pembina Utama Muda
NIF : 010 183 839

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2008 NOMOR 29




BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI

Menimbang :

Mengingat

UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI BANYUMAS,

. bahwa dalam rangka penyediaan pupuk dengan harga wajar sampai

pada tingkat petani, perlu memberikan subsidi pupuk untuk sektor
pertanian,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf 2 dan sesuai dengan Peraturan Menteri Fertanian Nomor
76/Permentan/OT.140/12/2007 tanggal 28 Desember 2007 dan
Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 5
Pebruari 2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET)
Pupuk Bersubsidi Sektor Perlanian, peru menetapkan Peraturan
Bupali tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk
Bersubsidi Sektor Pertanian di Banyumas Tahun Anggaran 2008;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daesrah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya

Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1882 Nomor
46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478),

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3821);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337),
sebagaimana felah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-
Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548);



Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya
Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4078).

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT 140/12/2007
tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggl (HET) Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2008,

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006
tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sekior
Pertanian,

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomeor 6 Tahun 2008 tentang
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sekier
Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA
ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN DI KABUFATEN BANYUMAS TAHUN
ANGGARAN 2008
BAB |

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat ini yang dimaksud dengan :

1.

Pemerintah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Bupati adalah Bupati Eanyumas.

Fupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam
penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung
atau tidak langsung.

Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya
ditataniagekan dengan Harga Eceran Tertinggi di tingkat pengecer
resmi.

. Petani adalah perorangan warga 'negara Indonesia yang

mengusahakan lahan milk sendiri atau bukan, unluk budidaya
tanaman pangan atau hortikultura.

Pekebun adaleh perorangan warga negara Indonesia yang
mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, uniuk budidaya
tanaman perkebunan rakyat.

Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang
mengusahakan lahan milk sendiri atau bukan, untuk budidaya
tanaman hijauan pakan ternak.



g :

8. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara
Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk
budidaya ikan atau udang.

0. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha
budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan
makanan ternak dan budidaya ikan atau udang.

10. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, NPK,
ZA dan SP-36 di dalam negeri.

11. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh
produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan,
penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar
untuk dijual kepada pengecer resmi.

12.Pengecer resmi, adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk
pleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara
langsung hanya kepada konsumen akhir (petani/ pakebur/ peternak/
pembudidaya ikan atau udang).

13.Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan
kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk
bekeria sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan
kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani
secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang
dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

14, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat
RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi
yang disusun kelompok berdasarkan rekomendasi pemupukan
berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar teknis
untuk tanaman  perkebunan yang akan dibeli oleh
petani,pekebun,peternak pembudidaya ikan atau udang.

15.Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten yang selanjutnya
disingkat KP3 Kabupaten adalah wadah koordinasi instansi terkait
dalam pangawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati
untuk tingkat Kabupaten.

EABII
PERUNTUKKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak, dan
pembudidaya ikan atau udang.

Pasal 3
Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. tidak

diperuntukkan bagi perusahaan fanaman pangan, hortikultura,
perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.



BAE Il
ALOKASI KEEUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 4

(1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran
permmupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan
mempertimbangkan alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2008.

(2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dirinci lebih lanjut menurul Kecamatan, jenis, jumiah dan sebaran
bulanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati
ini.

(3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diajukan cleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau
udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis dan
penyuluh setempat.

Pasal 5

(1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayan
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), akan
dipenuhi melalui relokasi antar wilayah.

(2) Relokasi antar Kecamatan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupali.

BAE IV
CADANGAN FUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan pada bulan
berjalan tidak mencukupi, maka atas rekomendasi KP3 Kabupaten,
Produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah bersangkutan
dan alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya
sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB VW
PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Pasal 7

(1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Fasal 2 terdiri atas
pupuk Urea 7A, SP-36 dan NPK yang diadakan oleh produsen.

(2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah F1. Pupuk
Sriwijaya, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang dan
PT. Petrokimia Gresik.



Pasal 8

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimakeud dalam Pasal 7 ayat (1) harus
diberi label tambahan yang berbunyi “Pupuk Bersubsidi Pemerintah”
yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/fterhapus.

Fasal 9

(1) Pengecer reemi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi
sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

(2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut -

a. Pupuk UREA =Rp. 1.200,-/kg
b. Pupuk ZA =Rp 1.050-kg
e. Pupuk SP-38 =Rp 1.550,-kg
d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15) =RP 1.750,-/kg
e. Pupuk NPK Pelangi (20:10:10) =Rp 1.830-/kg
f. Pupuk NPK Kujang (30:6:8) =Rp 1586,-/kg
g. Pupuk Organik =Rp 1.000,-kg

(3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg atau 20 kg yang dibeli
oleh petani, pekebun, petemak, pembudidaya ikan atau udang di
kios pengecer resmi secara funai.

Fasal 10

Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). distributor,
dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat
dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan atau
udang sesuai yang telah ditetapkan.

Pasal 11
Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi
dilakukan sesuai dengan ketsntuan Peraturan Menteri Perdagangan

tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor
Pertanian

BAE Wl
PENGAWASAN DAN PELAFORAN
Pasal 12
Produsen berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan
terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di wilayah
tanggung jawabnya

Pasal 13

(1) KP3 Kabupaten melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap
penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi.



(2) KP3 Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh
Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan,Pengamat
Hama dan Penyakit (POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas (THL).

Pasal 14

(1) KP3 Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan
pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati.

{2) Bupati menyampaikan laparan hasil pemantauan dan pengawasan
pupuk bersubsidi kepada Gubamur

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang
mengenai teknis pelaksanaan diatur lehih lanjut dengan Keputusan
Kepala Dinas Pertanian Tanaman FPangan Kabupaten Banyumas.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan
mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2008

Agar setiap orang mengelahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Banyumas

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 14 Med 2008

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 14 Mei 2008

P1t,SEKRETARIS DAERAH = KAB,BANYUMAS
f,.-—ﬂzp{ -
HM, SANTOSO, SH.M.Hum

Pembina Utama Muda
NIP. 010 183 8%

BERITA DAERAH KASBUPATEN BANYUMAS NOMOR 20
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